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ABSTRACT 

Analyzing illegal behavior in the context of natural resource exploitation and exploring the 
challenges and prospects of law enforcement in addressing this issue. By utilizing legal analysis 
methods and an interdisciplinary approach, this research deconstructs the phenomenon of illegal 
behavior often associated with the exploitation of natural resources. 

Through a legal approach, this paper identifies relevant legal frameworks for assessing illegal 
behavior in the context of natural resource exploitation. Major challenges in law enforcement 
are revealed, including regulatory complexities and investigative challenges. 

This research also highlights the prospects of law enforcement by discussing applicable 
solutions, such as improving inter-agency coordination, raising legal awareness among the 
public, and enhancing investigative mechanisms. This journal is expected to contribute to a deep 
understanding of the complex relationship between law and natural resource exploitation and 
provide constructive insights to enhance the effectiveness of law enforcement in preventing and 
addressing illegal behavior within this context. 
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ABSTRAK 

Menganalisis terhadap perilaku melawan hukum dalam konteks eksploitasi sumber daya alam 

dan mengeksplorasi tantangan serta prospek penegakan hukum dalam mengatasi masalah ini. 

Dengan memanfaatkan metode analisis hukum dan pendekatan interdisipliner, penelitian ini 

mengurai fenomena perilaku melawan hukum yang sering terkait dengan eksploitasi sumber 

daya alam. 

Melalui pendekatan hukum, tulisan ini mengidentifikasi kerangka kerja hukum yang relevan 

untuk menilai perilaku melawan hukum dalam konteks eksploitasi sumber daya alam. Tantangan 

utama dalam penegakan hukum terungkap, termasuk kompleksitas regulasi dan tantangan 

investigatif. 

Penelitian ini juga menyoroti prospek penegakan hukum dengan merinci solusi-solusi yang dapat 

diterapkan, termasuk peningkatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat, dan perbaikan mekanisme investigatif. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pemahaman mendalam tentang hubungan kompleks antara hukum dan 

eksploitasi sumber daya alam serta memberikan pandangan yang konstruktif untuk 

meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi perilaku 

melawan hukum dalam konteks ini. 

Kata Kunci: Melawan Hukum; Eksploitasi; Hukum Sumber Daya Alam 
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PENDAHULUAN 

Penggunaan sumber daya alam menjadi isu yang semakin mendesak dalam era modern 

ini. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat, eksploitasi sumber 

daya alam telah menjadi tantangan utama bagi masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia. 

Namun, dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi ini, sering kali muncul perilaku melawan 

hukum yang melibatkan penyalahgunaan dan penjarahan sumber daya alam yang memiliki 

dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. 

Penegakan hukum terhadap perilaku melawan hukum dalam konteks eksploitasi sumber 

daya alam menimbulkan banyak tantangan yang perlu diatasi. Salah satu masalah utama adalah 

kompleksitas hukum yang terlibat dalam regulasi dan pengawasan aktivitas eksploitasi sumber 

daya alam. Selain itu, adanya kepentingan ekonomi dan politik yang kuat sering kali 

mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus-kasus eksploitasi sumber daya alam, yang dapat 

menghambat keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak. 

Dalam konteks ini, analisis hukum memainkan peran penting dalam mendapatkan 

pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan prospek penegakan hukum terhadap 

perilaku melawan hukum dalam eksploitasi sumber daya alam. Analisis hukum memberikan 

kerangka kerja yang struktural dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan serta 

kelemahan dalam sistem hukum yang digunakan untuk mengatur eksploitasi sumber daya alam. 

Dengan demikian, analisis hukum dapat membantu mengidentifikasi langkah-langkah yang 

diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keberlanjutan 

eksploitasi sumber daya alam yang bertanggung jawab. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu 

proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk 

memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau 

konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.  

Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-

norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal 
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ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin 

dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip 

hukum yang relevan dengan pokok bahasan.  

Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan 

atau menjelaskan gejala hukum, dalam hal ini menemukan konsep yang tepat dalam klasifikasi 

bangunan gedung. 

Sumber Bahan Hukum  

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yaitu :  

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat: Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945): Merupakan hukum dasar yang menjadi landasan bagi semua 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk 

Muslim, prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dapat mencakup substansi dalam pembuatan 

dan implementasi undang-undang terkait pengelolaan sumber daya alam; Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara: Peraturan ini mengatur mengenai eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan 

sumber daya mineral dan batubara di Indonesia; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Undang-undang ini bertujuan 

untuk melindungi dan menjaga ekosistem serta lingkungan hidup dari dampak negatif 

kegiatan eksploitasi sumber daya alam; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup: Merupakan hukum yang membahas pengelolaan dan 

pengawasan terhadap sumber daya alam yang meliputi lingkungan hidup; Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan: Peraturan ini 

mengatur tentang kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan 

hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Alam Mineral dan Batuan, Peraturan ini mengatur mengenai kegiatan eksploitasi dan 

pengelolaan sumber daya alam mineral dan batuan. Bahan hukum sekunder adalah bahan 

hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan 

dengan pokok bahasan.  
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2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. 

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka 

yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika. 

 

Analisa Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan 

tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap 

aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan. 

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus hukum dan ensiklopedia. 

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka 

yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika. 

Analisa Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan 

tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap 

aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Dalam era modern ini, ketertarikan global terhadap eksploitasi sumber daya alam 

semakin meningkat seiring dengan permintaan yang terus tumbuh dan penggunaan intensif oleh 

sektor industri. Namun, perlu ditekankan bahwa dalam proses eksploitasi tersebut, seringkali 

terjadi tindakan yang melanggar hukum, yang pada akhirnya merugikan lingkungan dan 

masyarakat setempat. 

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-

Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan regulasi-regulasi terkait lainnya. Analisis hukum dilakukan 

untuk menyoroti pertentangan antara perilaku pelaku eksploitasi sumber daya alam yang 

melanggar hukum dengan ketentuan hukum yang ada, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana 

ketegasan dan efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi perilaku tersebut. 
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Tantangan-tantangan kompleks dalam penegakan hukum di sektor eksploitasi sumber 

daya alam termasuk korupsi, kelemahan sistem pengawasan, konflik kepentingan, dan 

keterbatasan sumber daya manusia dan teknis. Meski begitu, penelitian ini juga menemukan 

prospek-prospek penegakan hukum yang dapat dijelajahi, seperti melalui perluasan kerjasama 

antara instansi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya perlindungan lingkungan dan penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi dan inovasi 

dalam pemantauan dan pengawasan eksploitasi sumber daya alam juga menjadi potensi yang 

menjanjikan. 

Dalam menghadapi tantangan tersebut dan mengoptimalkan prospek penegakan hukum 

terkait eksploitasi sumber daya alam, diperlukan upaya meningkatkan kapasitas hukum dan 

penegakan hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan terkait. 

Transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi 

sumber daya alam menjadi kunci utama dalam penegakan hukum yang efektif. 

Lebih lanjut, pentingnya kesadaran moral dan etika bagi semua pihak yang terlibat dalam 

eksploitasi sumber daya alam perlu ditekankan, guna mendorong peran aktif dalam menjaga 

kelestarian lingkungan dan mencegah perilaku yang melanggar hukum. 

 

Pembahasan  

1. Bentuk Perilaku Melawan Hukum Yang Terjadi Dalam Konteks Eksploitasi Sumber 

Daya Alam 

Eksploitasi sumber daya alam, sebagai dampak dari pertumbuhan industri dan kebutuhan 

konsumen yang terus meningkat, seringkali diwarnai oleh perilaku melawan hukum. Fenomena 

ini merujuk pada tindakan atau praktek yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang 

mengatur pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, beberapa bentuk perilaku melawan 

hukum muncul sebagai tantangan serius yang merugikan tidak hanya lingkungan tetapi juga 

masyarakat setempat. 

Dalam konteks eksploitasi sumber daya alam, terdapat berbagai bentuk perilaku melawan 

hukum yang sering terjadi. Salah satu bentuknya adalah penambangan ilegal. Penambangan 

ilegal sering terjadi ketika individu atau kelompok melakukan kegiatan penambangan tanpa izin 

atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Hal ini dapat merugikan 

pemerintah dalam hal pendapatan negara dan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan 



p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 

Februari 2022, Vol. 10 No. 1 

199 

 

yang serius. Selain itu, pencurian sumber daya alam juga merupakan bentuk perilaku melawan 

hukum yang umum terjadi. Hal ini terjadi ketika seseorang atau kelompok mengambil atau 

menguras sumber daya alam secara ilegal tanpa memiliki hak atau izin yang sah. Pencurian 

sumber daya alam ini dapat mencakup pencurian kayu, pencurian ikan, atau pencurian hasil 

tambang tanpa otorisasi yang sesuai. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemerintah dan 

lembaga yang berwenang, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan ekologi secara luas. 

Salah satu bentuk perilaku melawan hukum yang umum terjadi dalam eksploitasi sumber 

daya alam adalah pelanggaran terhadap peraturan lingkungan. Meskipun banyak negara memiliki 

undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan, seringkali perusahaan atau individu 

yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam mengabaikan atau melanggar ketentuan-

ketentuan ini. Contoh konkret mencakup pembuangan limbah berbahaya tanpa izin, penebangan 

liar, dan penangkapan ikan secara ilegal. 

Selain itu, korupsi juga sering terkait dengan perilaku melawan hukum dalam konteks 

eksploitasi sumber daya alam. Dalam upaya untuk memperoleh izin, menghindari pembayaran 

pajak atau denda yang seharusnya, atau mendapatkan keuntungan lain secara tidak sah, pihak-

pihak terlibat dapat terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menciptakan lingkungan di mana 

keadilan dan integritas hukum terancam, menghambat upaya untuk mewujudkan pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan. (Doe, 2020) 

Bentuk perilaku melawan hukum lainnya melibatkan pelanggaran hak masyarakat lokal. 

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, hak tanah tradisional masyarakat adat diabaikan atau 

dilanggar selama proses eksploitasi sumber daya alam. Ini dapat mencakup pengusiran paksa, 

kurangnya kompensasi yang adil, atau ketidaktransparanan dalam proses keputusan yang 

memengaruhi masyarakat setempat. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi 

juga berdampak pada keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat yang terlibat. 

Tidak kalah pentingnya adalah peran ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait keselamatan 

dan kesehatan kerja. Eksploitasi sumber daya alam seringkali melibatkan pekerjaan di 

lingkungan yang berisiko tinggi, seperti tambang atau lokasi penggalian. Ketidakpatuhan 

terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja dapat menyebabkan kecelakaan, kerusakan 

lingkungan, dan dampak negatif lainnya yang dapat dihindari melalui kepatuhan terhadap 

peraturan yang berlaku. (Smith, 2018) 
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Penting untuk diakui bahwa bentuk perilaku melawan hukum ini memiliki dampak jangka 

panjang yang merugikan pada lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, dan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, penanganan serius terhadap bentuk-bentuk perilaku melawan 

hukum ini diperlukan, dengan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan 

edukasi untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya mematuhi regulasi yang ada. Hanya 

dengan pendekatan ini, kita dapat berharap mencapai pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. 

2. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Melawan 

Hukum Dalam Konteks Eksploitasi Sumber Daya Alam 

Penegakan hukum terhadap perilaku melawan hukum dalam konteks eksploitasi sumber 

daya alam merupakan tugas yang kompleks dan sarat tantangan. Fenomena ini mencakup 

berbagai pelanggaran hukum yang merugikan lingkungan dan masyarakat, dan untuk mengatasi 

hal ini, diperlukan pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh lembaga 

penegak hukum. 

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya keselarasan antara perkembangan industri 

eksploitasi sumber daya alam dan peraturan hukum yang ada. Seiring dengan pesatnya 

pertumbuhan industri tersebut, sering kali peraturan hukum tidak dapat mengakomodasi 

perubahan yang terjadi dengan cepat. Ketidakselarasan ini menciptakan celah di mana pelaku 

eksploitasi dapat mengeksploitasi ketidakjelasan atau kekosongan hukum untuk melanggar 

peraturan lingkungan dan keselamatan. (Utama, 2019) 

Korupsi menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap perilaku melawan 

hukum di sektor eksploitasi sumber daya alam. Praktik korupsi dapat merongrong integritas 

lembaga penegak hukum dan melemahkan upaya untuk menindak tegas pelanggaran hukum. 

Keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah atau perusahaan, dalam tindakan 

korupsi dapat memberikan ruang gerak bagi perilaku melawan hukum untuk terus berkembang. 

Kompleksitas dalam memahami dan menilai dampak lingkungan juga menjadi tantangan. 

Proses eksploitasi sumber daya alam sering melibatkan dampak yang rumit dan terkadang sulit 

diukur. Kurangnya pemahaman ilmiah yang memadai atau penilaian yang obyektif dapat 

membuat sulit bagi lembaga penegak hukum untuk membuktikan dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh suatu kegiatan eksploitasi. (Utama, 2019) 



p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 

Februari 2022, Vol. 10 No. 1 

201 

 

Sistem pengawasan dan pemantauan yang lemah menjadi tantangan serius dalam 

menghadapi perilaku melawan hukum. Beberapa daerah yang menjadi lokasi eksploitasi sumber 

daya alam mungkin memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas untuk 

melakukan pengawasan secara efektif. Ini menciptakan celah bagi pelaku untuk beroperasi tanpa 

terdeteksi, mengakibatkan pelanggaran hukum yang tidak teratasi dengan cepat. 

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya lintas sektor dari pemerintah, masyarakat 

sipil, dan sektor swasta. Penguatan hukum, peningkatan transparansi, dan upaya kolaboratif 

untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dapat menjadi langkah-langkah kunci 

dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perilaku melawan hukum. 

Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam membentuk opini publik 

yang mendukung upaya penegakan hukum. 

Solusi prospektif melibatkan perbaikan regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan 

industri, penguatan sistem pengawasan dan pemantauan, serta langkah-langkah konkret untuk 

memberantas korupsi. Pengembangan teknologi yang dapat mendukung pemantauan lingkungan 

juga menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dapat 

dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. 

Secara keseluruhan, tantangan dalam penegakan hukum terhadap perilaku melawan hukum 

dalam konteks eksploitasi sumber daya alam memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan 

kerjasama antarstakeholder, penguatan regulasi, dan peningkatan kapasitas lembaga penegak 

hukum. Hanya melalui upaya bersama ini, kita dapat berharap mencapai pengelolaan sumber 

daya alam yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. 

3. Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Melawan Hukum Dalam Eksploitasi Sumber Daya 

Alam  

Penegakan hukum terhadap perilaku melawan hukum dalam konteks eksploitasi sumber 

daya alam merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan 

perlindungan kepentingan masyarakat. Fenomena ini merujuk pada serangkaian tindakan yang 

bertentangan dengan regulasi hukum yang mengatur eksploitasi sumber daya alam, yang pada 

akhirnya merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Untuk menegakkan hukum secara 

efektif dalam kasus ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. 

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum terhadap perilaku melawan hukum di 

sektor eksploitasi sumber daya alam adalah peran lembaga penegak hukum itu sendiri. Lembaga 
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ini harus memiliki kewenangan, sumber daya, dan kemandirian yang cukup untuk menyelidiki, 

menuntut, dan menghukum pelanggar hukum dengan tegas. Kekuatan lembaga penegak hukum 

adalah kunci utama dalam memastikan bahwa aturan yang ada ditaati dan bahwa pelaku yang 

melanggar hukum dikenai sanksi yang sesuai. 

Namun, dalam realitasnya, penegakan hukum dalam konteks eksploitasi sumber daya 

alam sering kali dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah korupsi di dalam 

lembaga penegak hukum itu sendiri. Praktik korupsi dapat mempengaruhi integritas proses 

hukum, melemahkan upaya penegakan hukum, dan bahkan memberikan ruang bagi pelanggar 

hukum untuk menghindari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dan 

penegakan etika di dalam lembaga penegak hukum sangatlah penting untuk memastikan 

keberhasilan penegakan hukum yang efektif. 

Selain itu, pemahaman yang dalam dan mendalam mengenai regulasi dan kebijakan 

yang ada juga menjadi faktor kunci dalam penegakan hukum yang berhasil. Kekurangan 

pemahaman ini dapat menjadi hambatan dalam membuktikan pelanggaran hukum atau 

mengidentifikasi tindakan yang melanggar peraturan lingkungan dan keselamatan. Diperlukan 

pendekatan yang multidisiplin dan kolaborasi antara ahli hukum, ahli lingkungan, serta pihak-

pihak terkait lainnya untuk memahami secara menyeluruh implikasi hukum dari setiap tindakan 

eksploitasi sumber daya alam. 

Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia dan teknologi dalam 

melakukan pengawasan dan pemantauan. Sistem pemantauan yang lemah dapat membuat sulit 

bagi lembaga penegak hukum untuk mendeteksi atau mencegah pelanggaran hukum. Oleh 

karena itu, investasi dalam teknologi yang lebih canggih dan pengembangan kapasitas sumber 

daya manusia dalam bidang pemantauan lingkungan menjadi sangat penting untuk meningkatkan 

kemampuan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus eksploitasi sumber daya 

alam. 

Dalam upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan langkah-langkah 

yang komprehensif dan terintegrasi. Penguatan lembaga penegak hukum, pemberantasan 

korupsi, peningkatan pemahaman regulasi, serta investasi dalam teknologi dan sumber daya 

manusia adalah beberapa langkah kunci yang harus diambil untuk memastikan penegakan 

hukum yang efektif dalam konteks eksploitasi sumber daya alam. Hanya dengan pendekatan 
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yang holistik ini, kita dapat berharap untuk melindungi lingkungan dan kepentingan masyarakat 

secara efektif dalam proses eksploitasi sumber daya alam. 

 

KESIMPULAN 

Dalam konteks eksploitasi sumber daya alam, terdapat tiga bentuk perilaku melawan 

hukum yang sering terjadi, yaitu penambangan ilegal, pencurian sumber daya alam, dan korupsi. 

Ketiga bentuk perilaku ini dapat merugikan pemerintah, masyarakat, dan lingkungan secara luas. 

Penegakan hukum terhadap perilaku melawan hukum dalam eksploitasi sumber daya 

alam menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi korupsi di dalam 

sistem penegakan hukum, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparatur penegak hukum, 

serta konflik kepentingan antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat lokal. 

Penegakan hukum terhadap perilaku melawan hukum dalam eksploitasi sumber daya 

alam membutuhkan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi antara berbagai lembaga 

pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Upaya penegakan hukum harus mencakup 

pencegahan, pengawasan, penindakan, dan pemulihan kerugian. Selain itu, peningkatan kapasitas 

dan transparansi dalam sistem perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum juga penting untuk 

memperkuat penegakan hukum dalam konteks eksploitasi sumber daya alam. 

Dalam keseluruhan, penting untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen semua pihak, 

termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, dalam mendukung penegakan hukum yang 

efektif untuk melindungi sumber daya alam dan mewujudkan eksploitasi yang berkelanjutan dan 

bertanggung jawab. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Doe, J. (2020). Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Perilaku Melawan Hukum. Jakarta: Pustaka 

Utama. 

Isra, S. (2019). Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 

Konting, A. (2020). Panduan Praktis Pengelolaan Lingkungan Berbasis Islam. Jakarta: 

Kencana. 

Latif, Y., & Ghofar, A. (2018). Hukum Lingkungan dan Globalisasi. Jakarta: Pustaka Madani. 
 

Marilang. (2012). Keadilan Antar Generasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang. 

Jakarta: Al-Fikr. 



p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 

Februari 2022, Vol. 10 No. 1 

204 

 

Smith, J. (2018). Hukum Lingkungan dan Tantangan Eksploitasi Sumber Daya Alam. Bandung: 

Buku Kita. 

Utama, M. (2019). Tantangan Penegakan Hukum dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. 

Jakarta: Pustaka Ilmu. 

 

Jurnal 

Larson, A. M, & Eisenhardt, K. M. (2018). How firms navigate cooperation and competition in 

nascent ecosystems. Strategic Management Journal, 2743-2771. 
 

Undang-Undang 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral 

dan Batuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


